
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. bahwa perlu ditambahkan lampiran hasil pemutakhiran
pemetaan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

\.._. Menimbang

BUPATIBARITOKUALA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIBARITOKUALANOMOR39 TAHUN2020
TENTANGRENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH

KABUPATENBARITOKUALATAHUN2021

TENTANG

PERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR73 TAHUN2020

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);
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Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 September 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PASAL II

2. Penambahan lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) lampiran,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
LAMPIRANTAMBAHANBERITA ACARAPEMUTAKHlRAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala

\... Tahun 2021diubah sebagai berikut :

RENCANAKERJA PEMERINTAHANDAERAH

PASALI

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALANOMOR 39
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATENBARITO KUALATAHUN 2021.

MEMUTUSKAN :

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Barito KualaTahun 2017-2022.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;


